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Bone Terlilit Utang Jumbo
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Angkanya Mencapai Rp200 M
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BONE, FAJAR — Utang besar menjerat
Perhkab Bone. Bahkan berpotensi tak

terbayar tahun ini.

BADAN Anggaran (Bang-
gar) DPRD Bone melapor-
kan nilai utang jumbo yang
berpotensi akan menyebe-
rang ke tahun 2025. Ang-
kanya Rp200 miliar. Pem-
kab berutang kepada se-
jumiah rekanan proyek fi-

sik.
‘Progrqn‘\_ - 2024 tidak

mungkin bisa diselesalkan,
toh, karena tidak ada uang-

nya,” kata anggota Bang-.

gar DPRD Bone, Andi Idris
Alang, kemarin,
Kemungkinan, utang itu
tak bisa dibayarkan pada
2024 akibat Pemkab Bone
defisit fiskal hingga akhir

Novembe[jni.SItuasi inise-

-

benarnya tak hanya dialami
Bone. Enrekang lebih pa-
rah dengan utang menca-
pai Rp400-600 miliar. *

"Tentu menjadi utang
pemkab yang menyebe-
rang ke 2025, itu kurang
lebih Rp200 miliar. Jadi
ini mengganggu program
di 2025, karena ada defi-
sit yang begitu luar biasa,”
sambung Idris.

Politisi Partai Golkar ini
mengatakan DPRD dan
pemkab merumuskan un-
tuk menutupi utang ini le-
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“Jadi walaupun progres-
nya (proyek) selesai di
2024, kalau tidak bisa diba-
yarkan, nanti di 2025. Jadi
tidak bisa terserap, karena
tidak ada uang. Artinya ini
tidak seimbang antara pro-
gramdan pendapatan, pen-
dapatan yang masuk tidak
bisa menutupi seluruh pro-
gram di 2024, maka jadi
utang pemkab,” jelasnya.

Kondisi ini sebelumnya
pernah terjadi pada pro-
yek 2023. Kala itu, sejum-

_lah proyek tak bisa dibayar-

kan sehingga harus disele-
saikan pada 2024 ini.

Maraknya utang pro-
bnunn pem-

kab terlalu enteng mela-
kukan perubahan anggar-
an via SK parsial. Hal ini
justru membuat APBD la-
bil karena SK parsial digu-
nakan untuk mendanai hal
yang tak direncanakan da-
lam APBD pokok.
_Pemkab melakukan per-

' ubahan’ parsial beberapa

kali, padahal perubahah
parsial ini seharusnya ha-
nya ditujukan untuk kebu-
tuhan urgen sesuai dengan
undang-undang.

“Tak didukung dengan
perundang-undangan. Se-
hinggamembengkaklahde-
fisit yang lebih besar;” tan-
dasnya. (*)
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